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Pendahuluan

• Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam menilai 
kualitas tata kelola pemerintahan.

• Digitalisasi mendorong layanan publik yang responsif, efisien, 
transparan, dan inklusif.

• KUA berperan penting dalam pencatatan pernikahan, sehingga 
memerlukan sistem yang akuntabel.

• Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) hadir untuk 
meningkatkan efektivitas dan akurasi pelayanan.
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Data Empiris / Gambaran Umum Lokasi Penelitian

• KUA Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa, dengan ±1.100 
pendaftar pernikahan pada tahun 2024.

• Terdapat 5 petugas KUA yang menangani sistem SIMKAH.

• Rata-rata pendaftaran dilakukan 30 hari sebelum akad, dengan 
waktu verifikasi 2–3 minggu.

• Permasalahan: keterbatasan SDM, gangguan server, dan 
kesalahan input data yang lambat diperbaiki.
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Penelitian Terdahulu

1. Yunita & Prasetyo (2022): SIMKAH mengurangi beban kerja 
manual dan meningkatkan akurasi data.

2. Hidayat (2023): Pentingnya integrasi SIMKAH dengan data 
kependudukan nasional.

3. Arfah (2022): Optimalisasi SIMKAH di tingkat kecamatan masih 
terkendala pemahaman pengguna. Penelitian ini mengisi 
kesenjangan terkait efektivitas dan hambatan implementasi 
SIMKAH di tingkat KUA.
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Rumusan Masalah dan Gap Penelitian

• Rumusan Masalah:

• 1. Bagaimana efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan 
Candi?

• 2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas SIMKAH? 

• Gap Penelitian:

• Masih sedikit penelitian yang mengevaluasi SIMKAH di tingkat 
kecamatan.

• Sebagian penelitian hanya menyoroti teknis sistem, belum pada 
aspek efektivitas dan akuntabilitas layanan publik.
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Teori Penelitian

Teori yang digunakan: New Public Service (Denhardt & Denhardt, 
2003)

Indikator Efektivitas Pelayanan Publik:

1. Responsivitas, sejauh mana layanan menjawab kebutuhan 
masyarakat.

2. Transparansi, keterbukaan informasi dan akses publik.

3. Akuntabilitas, pertanggungjawaban terhadap hasil layanan 
publik.
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Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif.

Lokasi: KUA Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara mendalam dengan petugas, calon pengantin, dan 
tokoh masyarakat.

- Observasi langsung proses pendaftaran.

- Dokumentasi dan studi pustaka.

Analisis Data: Model Miles & Huberman (Reduksi, Penyajian, 
Penarikan Kesimpulan).
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Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan indikator

Denhardt & Denhardt (2003):

1. Responsivitas

• Waktu layanan meningkat signifikan: dari 90 hari–4 bulan menjadi ±5–10 
menit

• Akses layanan digital (via HP) + integrasi Dukcapil mempercepat 
verifikasi

• Kendala: literasi digital rendah & jaringan belum merata

2. Transparansi

Informasi biaya & prosedur terbuka:

• Di KUA gratis, luar KUA Rp600.000

• Status layanan dapat dipantau melalui akun pribadi

Keterbatasan: belum ada dashboard publik & fitur revisi online
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Hasil dan Pembahasan

3. Akuntabilitas

• Sistem mencatat seluruh proses (log digital) → mudah diaudit 

• Akuntabilitas internal kuat, namun publik masih terbatas

Kendala:

• SDM hanya 5 petugas untuk ±1.100 pendaftar/tahun

• Tidak ada dashboard kinerja & sistem backup saat error
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Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori Denhardt & Denhardt
(2003), penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Candi terbukti
cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
pernikahan, terutama pada aspek responsivitas melalui
percepatan waktu layanan, transparansi melalui keterbukaan
biaya dan prosedur, serta akuntabilitas melalui pencatatan digital
yang dapat diaudit. Namun, efektivitas tersebut masih
menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur,
rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya fitur
interaktif dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu,
pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia diperlukan agar pelayanan menjadi lebih inklusif,
partisipatif, dan optimal.
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